
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMORS) TAHUN 2O2r

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAIffAT DAN KATfr/ASAN PERMUKIMAN

IfiBUPATEN ACEH UTARA

BI S MILI,AHI RRAHMANI RRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 eanun
Kabupaten Aceh utara Nomor 6 Tahun 2oL6 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat Kabupaten Aceh
utry" sebagaimana telah diubah dengan eanun Kabupaten
Aceh Utara Nomor L Tahun 2o2l tentang penrbahan atas
Qanun Kabupaten Aceh utara Nomor 6 Tahun 2oL6 tentang
Pembenukan dan susunan perangkat Kabupaten Aceh
utara dimana Dinas Perumahan Ralryat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Aceh utara adanya peningkatan tipe
dari tipe C menjadi tipe B;

b. bahwa dengan diundangkannya peraturan Menteri pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor g2lpRTlMl2OL6
tentang Pedoman Nomenklatur perangkat Daerah yang
Melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang penrmahan dan
Kawasan Permukiman, tidak sesuai lagi dengan dinamika
perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga peraturan
Bupati Aceh utara Nomor 10 Tahun 2oLZ tentang susunan,
Kedudukan, T\:.gas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas perumatran
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh utara
perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Bupati Aceh utara tentang Kedudukan, susunan organisasi,
T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas perumahan Ralqyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara;

Mengrngat 1. undang-undang Darurat Nomor T Tahun 19s6 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-kabupaten Dalam
Linglmngan Daerah Propinsi sumatera utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Sg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
toe2);

1

2. Undang-Undan *.. A. /fr



Menetapkan :

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiiTahun 2006 Nomor 62, TambJhan #mbaran N;g;;
Repubiik Indonesia Nomor 4633);

3. Undalg-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik Inaonesia iurru" zoi+Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenungPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesifTahun 2014 Nomor 24a, Tambaia.n Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5Sg7) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan U"aa"ng_Unaang Nomor 9Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Aias Unding_UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah"ri O..r"fi
I!^.tl*q" Negara Republik IndonEsia Tahu., 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5679]l;

5. Peraturan Pemerintah Nomor lg Tahun 2016 tentang
lelanS\1 Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiiTahun 2016 Nomor Sg87) sebagainiana tetai diubah aenganPeraturan pemerintah Nomoi Z2 Ta}ntn 2O19 tentingPerubahan atas peraturan pemerintah Nomor 1g Tahun 2016tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri peke4'aan Umum dan perumahan Ra\ratNomor. 32/PRT/M/2O|6 tentang pedoman Nomenklatur
lgyn8t<3t Daerah yang Melalsana=kar, Uru""n pemerintahan
Bidang Perumahan dan Kawasan permukiman;

7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2O16 tentangPembentukan dan Susunan perangkat Kabupaten AcefiUtara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2O16 Nomor
6) sebagaimana telah diubah dengan eanun fabupaten ecehUtara Nomor I Tahun 2021 tentLg ierubahan atas eanunKabupaten Aceh Utara Nomor d t hr., 2016 te-nten;Pembentukan dan Susunan perangkat Kabupaten AcefiUtara (l,embaran Kabupaten Aceh Utaia Tahun 2021 Nomor
1, Tambahan l,embaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 240);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJADINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN ACEH UTARA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da-lam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kedudukan. adalah posisi 

. 
seseorang atau kelompok orang

dalam menja-lankan organisasi sehubungan dengian oralgi
orang lain dalam kelompok organisasi itu.

z. susunan..Ay'f



2. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antaratlap baSran_ serta posisi yang ada pada suatu organisasi
dalam menjalankan. kegiatan operasional untuk mincapai
tduan yang diharapkan dan diilginkan.

3. Tugas 
-dan fungsi adalah sasaral] utama atau pekerjaan

yang dibebankan kepada organisasi untuk dicap.i "d;
dilakukan.

4. Tata Kerja adalah suatu strukhrr kerja yang disusun
dengan membentuk badan utama yrng b'ertug"J membuat
skat-skat bagian dari sebuah orgtsni;asi atau hubungan
antar kelompok.

5. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah

Sekretaris Daerah Kabupaten Acetr Utara.
7. Dinas Perumahan RaL<yat dan Kawasan permukiman adalahDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Dinas adalah Kepa1a Dinas perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas perumahan Ralqyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara,
11.Bidang adalah Bidang pada Dinas perumahan Ratqyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara.
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12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Aceh Utara.

15. Subbagian
Perumahan
Aceh Utara.

13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas perumahan Rakyat
ctan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara.

14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas
P. "rlT"hut, Ralqyat dan Kawasan permukiman Kalupaten
Aceh Utara.

adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas
Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten

16. Kepala 
. Subbagian _adalah Kepala Subbagian pada

Sekretariat Dinas perumahan Rakyat dan Xaw.-asan
Permukiman Kabupaten Aceh Utara.

17. Unit Pelaksana Teknis Daera-h yang selanjutnya disebutUPTD adalah unsur pelaksana -teknis - pada Dinas
Perum_ahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten
Aceh Utara.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenalg dan- hak
seseorarg Pegawai Negeri Sipil dalam rangka m".r.1a1ank"r,
tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau kei-erampilan untuk
mencapai h{iuan organisasi.

BAB u..pf€
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?""gT Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan
Organisasi, T\rgas, F\rngsi dan Tata Kerja Dinas perumahan
Ralyat dan Kawasan permukiman Kabupaien Aceh Utara.

BAB II
PENETAPA\I

Pasal 2

BAB III
ORGANISASI

Bagran Kesatu
Kedudukan

Pasal 3
(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman adalah

qgrangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
dibidang Perumahan Ralryat dan Kawasan permukiman
yang berkedudukan di bawah Bupati.

(2) Dinas Perumahan Ralryat dan Kawasan permukiman
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah

__. 4q bertanggungiawab kepada Bupati meli.lui Sekda.
(S) fgt<retqrilt dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
.-. 1i!.*"L 9an bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Xepala Bidang yang berada

dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala binis sesuai
dengan bldang tugasnya.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yallg berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Xepafa= Bidang
sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggurr6a*"U kepada 5ef<retaril
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Bidang Aln

,,"P.i.tfotxxi"",
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perumahan;
d. Bidang Tata Bangunan;
e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan

Perrnukiman;
f. UPID; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(Z) Seklelafap sebagaimana dimaksud pad.a ayat (I) huruf b
terdiri dari :

a. Subbagian Keuangan dan pen5rusunan program; dan
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.



a. Seksi Identifikasi Perumahan;
b. Seksi PenS'ediaan dan Pelaksanaan perumahan; dan
c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi perumahan.

(4) Bid,ang Tata Bangunan sebasaimana dimaksud pada ayat
(i) huruf d terdiri dari:
a. Seksi Penataan Bangunan;
b. Seksi Perrgendalian Teknik; dan
c. Seksi Kelayakan dan Pemanfaatan Bangunan.

(5) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan
Permukiman sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) huruf e
terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
b. Seksi Perrgembangan Air Bersih; dan
c. Seksi Pengembangan Sanitasi.

(6) Bagan Susunan Organisasi Dinas pemmahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman sslagaimana tercantum dalam
lampiran ;rang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

ruoasB$i#uwcsr
Bagran Kesatu

Dinas Perumahan Raliryat dan Kawasan permukiman

Pasal 5

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan,
urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan
pelaporan, pengembangan perumahan d.an tata bangunan,
prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Perumahan Ralryat dan Kawasan permukiman
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan pelaksanaan kebijalan dibidang

pengemba-:rgan perumahan, tata bangunan, prasarana,
sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;

b. pelaksanaar tugas dibidang pengembangan perumahan
rakyat, tata bangunan, prasarana, sarana dan utilitas
umum kari,-asan permukiman ;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang
pengembangaa perumahan, tata bangunan, prasarana,
sarana dan utilitas umum kawasan permukiman;

d. pelaksanaan administrasi Dinas perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.
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(3) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari :

Bagian Kedua A /\r
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Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6
(r) ::f:g"at mempunyai tugas membantu Kepala Dinasqatarn pengelolaan urusan administrasi, keuangan,kepegawaian, ketatausahaan aan tatalaksana, kearsipan,

mP p1llenC]<apan dan peralatan, kerumahtangg;;;
"yt yT, penyelenggaraan -dan pemberian dukilganadministrasi 

^.kepada seluruh unii-- o.ganisasl dirrngkLlngan Dinas perumahan Rakyat d; KawasanPermukiman.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Sekretariat menyelenggaralan fungsi :a. p:n]'rapan perumusan. teUi.latan oierasional tugasadministrasi, pengoordinasiai-r, sinironisasi, danintegrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Jilingkungan Dinas perum-ahaa Ra_li{ra-t dan Kawasan

Permukiman;
b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi,

keuangan, kepegawalan, ketatau"ahiil d"r, t"tud-;;,kearsipan, ,*y*,- perlengkapan, peralatan,
keruma_htanggaan dan hukum;c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasadministrasi di lingkungan Olr." p..,r*ahan RakyatTan
Kawasan permukiman; dand. fSlakyna,an tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang t g"".ry..

Pasal 7
(1) Subbagian Keuangan . dan penyusunan program

sebagaimana dimaksud dalam pasal "a -iyat 
(2) huruf amempunyai tugas :

a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahankeuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan
aset, perumusan rencana kerja, program, anggaran danlaporan di lingkungan Oinas 

'plruirahan 
Ralryat danKawasan permukiman;

b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangkapenatausahaan keuangan, perlengkapan dan perataLnserta pengelolaan aset, pe.umusan rencana ke{a,program, anggaran dan laporan di linglmngan Dina;
Perumahan Rakyat dan Kawasan Re.muklmanlc. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengi<apandan peralatan serta pengelolaan iset, pen5rusunan
program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas

, P"TTd"l Rakfat dan Kawaian permukiman;
d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan

sesuai ketentuan peraturan perundang_undangan;
e. men1rusun laporan, keuangan ai lingkun[an Dinas
. P.Tp*"" Ralqfat dan Kawasan permukiman;
f'. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Subbagian Keuangan dan penyusunan-program; dari

g. melaksanakan 0
/\,r
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g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai"tugas:
a. melakukan penghimpunan dan pinyiapan bahan tata

usaha, rumah tangga, kehumasan-, h;h;, kepegawaian
dan reformasi birokrasi di 1ingkungan Dinas perimahan
Ralryat dan Kawasan permukimaa; -

b. melakukan koordinasi dan konsuitasi dalam rangka tata
usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepe[awaian
dan reformasi birokrasi di lingkungan Oinas pirimJan
Rakyat dan Kawasan permukiman;-

c. melaksanakan kegiatan 
, tata usaha, rumah tangga,kehumasan, hukum, kepegawaian dan reforrii"i

bjrokrasi di lingkungan Oinal perumahan Rakyat dan
Kawasan permukiman;

d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporanpelaksanaan kegiatan subbagian Umum - dan
Kepegawaian; dan

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang t"g""rry;l

Bagian Ketiga
Bidang perumahan

Pasal 8
(1) Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu KepalaDinas dalam melaksanakan tugal dibidang identifikasi,penyediaan dan pelaksanaan, pimantauan dan evaluasi

perumahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Bidang perumahan menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan bahan 
_ 
penJrusunan program kela danrencana kerja bidang identifikaii, penyediaan dan

, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perumahan;b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakanbidang identifikasi, penyediaan dan pelaksairaan,
pemantauan dan evaluasi perumahan;

c. penyiapan bahan pelaksaraan kebijakan bidang
identifika.si, .penyediaan dan pelaksan".".i, p"-.r,t"r.r"o
dan evaluasi perumahan;

d. pelaksanaan kebijakan bidang identilikasi, penyediaandan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
perumahan;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bidang identifikasi, penyediaan dan pelaksanaal,
pemantauan dan evaluasi perumahan; danf. pglaksanaan tugas-tugas liedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9
(1) Seksi ldentifikasi perumahal sebagaimana

dalam Pasal 4 ayat (S) huruf a -e-purrlai tugas:
dimaksud

a. mempersiapkan 6
AT
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a. mempersiapkan bahan penJrusunan rencana kerja
dibidang Identifi kasi Perumahan;

b. mempersiapkan bahan pen5rusunan kebijakan dan
petunjuk teknis dibidang identilikasi perumahan;

c, mempersiapkan bahan pelalsanaan rencana kerja
dibidang identifi kasi perumahan;

d, melaksanakan tugas dibidang identilikasi perumahan
sesuai rencana kerja;

e. melaksalakan pengawasan dan pengendalian dibidang
identilikasi perumahan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi
dibidang identilikasi perumahan;

g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; danh, melaksanakan tugas-tugas kedinasan hft yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan biaang
tugasnya.

(2) Seksi Penyediaaa dan pelaksanaan perumahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b
mempunyai tugas:
a. mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja

dibidang penyediaan dan pelaksanaan perumahan;
b. mempersiapkan bahan penJrusunan kebijakan dan

petunjuk teknis dibidang penyediaan dan pelaksanaan
perumahan;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencata kerja
dibidang penyediaan dan pelaksanaan perumahan;

d. melaksanakan tugas dibidang penyediaan dan
pelaksanaan perumahan sesuai rencana kerja;

e. melaksana-kan pengawasan dan pengendalian dibidang
penyediaan dan pelaksanaan perumahan 

"esu"-iketentuan peraturan perundang-undangan;
f. mempersiapkan bahan monitoring dan ivaluasi dibidang

penyediaan dan pelaksanaan perumahan;
g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnyal
(3) Seksi Pemantauan dan Evaluasi perumahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c mempunyai-tugas:
a. mempersiapkan bahan pen5rusun€rn rencana kerja

dibidang pemantauan dan evaluasi perumahan;
b. mempersiapkan bahan pen5rusunan kebijakan dan

petunjuk teknis dibidang pemantauan dan evaluasi
perumahan;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pemantauan dan evaluasi perumahan;

d. melaksanakan tugas dibidang pemantauan dan evaluasi
perumahan sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pemantauan dan evaluasi perumahan sesuai ketentuan
perahtran perundang-undangan;

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang
pemantauan dan evaluasi perumahan;

g. menyiapkaa bahan laporan pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan Alr



T:i*:-*T , tu-sas-tusas kedinasan tain yans
drDenl<arl oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

",u31ff,fi;T&i1""
Pasal 1O

(1) lidang Tata Bangunan mempunyai tugas membantu KepalaDinas dalam metaksanakan -tugas" 
aiUia""g p";;i;

PTry"rr, pengendatian teknik, t"i"y.t"" auo ;#""f;t,oangun€rn,

h

Pasal 11
(1) Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dima-ksud dalamPasal 4 ayat (4) huruf a *e*purryli t rgu.",

a. mem,persiapkan !d* perryusu.ra, rencana keq.a
- dibidang penataan bangunal; 

-

b. mempersiapkan 
-_bahan penJrusunan kebijakan danpetunjuk teknis dibida.rg pen"Lan bangunan;c, mempersiapkan -bahan pelalsanaari rencana kerja

_ dibidang pentaan bangunan;
d. melaksanakan tugas dibiaang penataan bangunan

sesuai rencana kerja;
e. melalsanakan pengawasan dan pengendalian dibidangpenataan bangunan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang

penataan bangunan;
g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; danh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan hln ' yang

diberikan oleh pimpinan sJsuai dengan bidang,"g";;;:
(2) Seksi Pengendalian Teknik sebagaimana dimaksud daram

Pasal 4 ayat (4) huruf b m.mpunyai tugas,

a. mempersiaptantan..A. 
/,p
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(2) Untuk melaksanak"l hrgas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Bidang Tata Bangunan meiyelenggarakan fungsi :a. penyiapan bdT penJrusunan progra* kerja- danrencana kerja bidang penataan ban-gunan, pengenda.lian
, teknik, kelayakan dan pemanfaatan Eangunan;b. penyiapan bahan penyu".rrr"r, p"**i rsan kebijakan

Pi{*g penataan b^rrg""3", p..rg"rra"ru., d;ik;kelayakan dan pemanfa.t n Uu.rg,r"rojc. penyiapan bahan pelaksanaL kebijakan bidangpenataan bangunan, pengendalian teknikikelay"k", ;;pemanfaatan bangunan;
d. pelaksanaan kebljakan 

. bjdang penataan bangunan,pengendalian teknik, kelayalian dan pemanfaatan
bangunan;

e. pelaksanaan monitoring, eval uasi dan pelaporan bidangpenataan bangunan, pengendalian teknik, f."f"Vata" a-"i
- pemanfaatan bangunan; danf. 

rylaks.ana3n tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
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a. mempersiapkan bahan penJrusunan rencana kerja
dibidang pengendalian teknik;

b. mempersiapkan bahan pen5rusunan kebijakan dan
petunjuk teknis dibidang pengendalian teknik;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pengendalian teknik;

d. melaksanakan tugas dibidang pengendalian teknik
sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pengendalian teknik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dal evaluasi dibidang
pengendalian teknik;

g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas-hrgas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Seksi Kelayakan dan Pemanfaatan Bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
a. mempersiapkan bahan pen5rusunan rencana kerja

dibidang kelayakan dan pemanfaatan bangunan;
b. mempersiapkan bahan penJrusunan kebijakan dan

petunjuk teknis dibidang kelayakan da:r pemanfaatan
bangunan;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang kelayakan dan pemanfaatan bangunan;

d. melaksanakan tugas dibidang keiayakan dan
pemanfaatan bangunan sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
kelayakan dan pemanfaatan bangunan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang
kelayakan dan pemanfaatan bangunan;

g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagran Kelima
Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan

Permukiman

Pasal 12

(1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan
Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam melaksanakan tugas dibidang pengembangan
kawasan permukiman, pengembangan air bersih dan
pengembangan sanitasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan
rencana kerja bidang pengembangan kawasan
permukiman, pengembangan air bersih dan
pengembangan sanitasi;

b. penyiapan b
{tT
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p:lyrapan bahan penyusunan perumusan kebijakan
bidang _ pengembangan kawasan per..rud*ar,,
pengembangan air bersih dan pengembangan sanitasi;
penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang
pengembangan kawasan permukiman, pengembangai
air bersih dan pengembangan sanitasi;
pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan kawasanpermukiman, pengembangan air bersih dan
pengembangan sanitasi;
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
pengembangan kawasan permukiman, pengembangai
air bersih darr pengembangan sanitasi; dan
Rgl.aksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnyai

Pasal 13
(1) Seksi Pengembangan Kawasan permukiman sebagaimana

dimaksud dalam pasd 4 ayat (5) huruf a *"rrrprrry.i tug"",a. m_empersiapkan 
. bahan pen)rusunan .incana ferja

. dibidang pengembangan kawaian permukiman;
b. mempersiapkan bahan p"rryr"rrro kebijakan danpetunjuk teknis dibidang pengembangan kawasan

permukiman;
c. m-empersiapkan 

_ 
bahan pelaksanaan rencana kerja

. dibidang pengembangan kawasan permukiman;d. melaksanakan hrgas dibidang pengembangan kawasan
permukiman sesuai rencana kerja;

e, melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pengembangan kawasan permukiman sesuai ketentuai

- peraturanperundang_undangan;
f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi

dibidang pengembangan kawasan permukiman;g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; danh. melaksanakan tuga.s-tugas kedinasan lai-n 
'yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan biiani
tugasnya.

(2) Seksi Pengembangan Air Bersih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal f ayat (5) huruf b *.rrrpr.ry:.i togu.",a. mempersiapkan bahan pen5rusunan rencana keg.a
_ dibidang pengembangan air bersih;
b. mempersiapkan bahan penJrusunan kebljakan danpetunjuk teknis dibidang pengembangan air tersih;c. m-empersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
, dibidang pengembangan air bersih;
d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan air bersih

sesuai rencana keq'a;

b

c

d

e

f

e melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pengembangan air bersih sesuai keientuan peraturan
perundang-undangan;
mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi
dibidang pengembangan air bersih;
mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; dan

f.

h. melaksanakan b lr



h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan biiani
tugasnya.

(3) Seksi Pengembangarr Sanitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c mempunyai tugas:
a. m.em-persiapkan bahan penyusunan rincana kerja

dibidang pengembangan sanitasi;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan

petunjuk teknis dibidang pengembangan sanitasi;c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pengembangan sanitasi;

d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan sanitasi
sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pengembangan sanitasi sesuai ketLntuan peraturan
perundang-undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dan eva_luasi
dibidang pengembangan sanitasi;

g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; danh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lai"n 
'yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan biianE
tugasnya.

KELoMpoK r BIB^K FUNGSToNAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsiona-l mempunyai tugas melaksanakan
gebagran tugas Dinas perumahan nrfy"1 dan Kawasan
Permukiman sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasa] 15
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud.

{a]am e3sai 4 ayat (1) huruf g, terdiri diri sejumtah t"""g",
9d:* l:"j"ng jabatan fungsionat yang ierbagi dalil
berbagai kelompok sesuai dengan bidang tiafrlianriva.

(Z) !9tiag kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenagafungsional senior yang ditunjuk oleh nupati, d;
bertanggung jawab kepadi KepaljDinas.

(3) Jumlah Jabataa Fungsional sebagaimana dimaksud padaayat (1), ditentukan berdasarkan- kebutuhan dan blban
kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur 

"e"iai d.rrgu.r, peraturan
Perundang-undangan.

-12-

BAE} VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian

dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur A /k
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(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman diangkat dan diberhentikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan
sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Jabataa pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan pimpinan Tinggi pratama

atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon

III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau

eselon IILb; dan . . 1

d. Kepala ilbr;}"" dan Kepala Seksl merupakan jabatan
Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Ridang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, iinkronisasi d-an
simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi

.-. f.il.ry., sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Setiap pimpinan satuan unit keq'a dilingkungan Dinas

Perumahan Rakyat darl Kawasan permutirian wqiib
melaksanakan Sistem pengendalian Interna-l pemerintah.

Pasal 2O
(i) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya

karena berhalangan, Kepala Dinas meiunjuk Selietaris
atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan
melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaril- tidak dapat menjalankan tugasnya
Ij""l" b_erhalangan, Kepa! Dinas menunjuk salah ;;;;;
Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaks"rraLai
tugas Sekretaris.

(3) Dalam ha] Kepala Bidang tidak dapat menjalankan
tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas rnenuqiuksalah seorang Kepala Seksi urrtut mewakili a"r,
melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(+) Dal1a hal Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi tidak dapat
menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas
menuqjuk salah seorang pejabat fungsiona/felaksaaa
Senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub
Bagian dan Kepala Seksi.

Pasal 21
/rt-) lT



Pasal 21
Atas. dasar. pertimbangan daya guna dan hasil guna masing_
masing pejabat dalam lingkungan Dinas perumahan nakyat
dal Kawasan Permukiman dapat mendelegasikan kewenanjan
tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal22

KETENTuKPJS*",ro*
Pasal 23

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2O17 tentang Susunan,
Kedudukan, Ttrgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas perrrmahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara, tetap
menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapka;
dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan Aupati ini.

!9gt" biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatal
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permuliman
djbebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja
Kabupaten (APBK) Aceh Utara serta sumber-sumber lain yang
sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24
(1) Hasil analisis jabatan masing-masing pemangku jabatan di

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman diatur
dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku
jabatan di Dinas Perumahan Ralyat dan 

- 
Kawasan

Permukiman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di

lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman diatur dengan Peraturan Bupati.

BABxI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang
Susunan, Kedudukan, T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinai
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh
Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor
10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal26...Q .N



-15-

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Itabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Sepjember 2021 M

4 Muharram 1443 H

UTARA, r
THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada 2 ,Seg[ember 2O21 M

Muharam 1443 H

DAERAH
UTARA,

BEzuTA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O2I NOMOR
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